
  
 

 
 

 
BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 68 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,                 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 

133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, mengatur bahwa Bantuan keuangan 
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan 
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada 
pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah 

daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau 
peningkatan kemampuan keuangan dan tata cara 

pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, 
bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam 
peraturan kepala daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang  

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

SALINAN 
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014   tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah ((Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 236); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  

KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 
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5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini BKD. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala 
BKD. 

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat 
Daerah yang dipimpinnya. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD yang 
selanjutnya disingkat PPK-BKD adalah pejabat yang 
melaksanakan tugas tata usaha keuangan pada BKD. 

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Perangkat Daerah. 

13. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran 
BKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga 
dan pengeluaran pembiayaan. 

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pembayaran langsung. 

15. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban 

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan 
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD). 

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
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sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
Kuasa BUD berdasarkan SPM. 

17. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, dan pelaporan bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD. 

 
Pasal 3 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dapat berupa uang atau barang. 

 
BAB III 

ASAS UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH 

DAERAH LAINNYA 
 

Pasal 4 

   
(1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada 

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan 

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.  

(2) Bantuan keuangan merupakan salah satu bentuk 
instrumen bantuan dalam bentuk uang dari pemerintah 
daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan 

fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka 
meningkatkan kapasitas fiskal. 

 

BAB III 
PENGANGGARAN 

Pasal 5 
 

Bantuan keuangan dalam bentuk uang dianggarkan pada 

PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.  
 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 6 

     
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berupa uang 

berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berupa 
barang berdasarkan atas DPA-SKPD.  

 
 

Pasal 7 
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(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran 
bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya 

dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan didasarkan 
pada daftar penerima bantuan keuangan yang 
tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 8  

 
(1) Penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah 

daerah lainnya dalam bentuk uang dilakukan melalui 

transfer dana atau tunai kepada penerima bantuan. 

(2) Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah 
daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 
dengan mencantumkan nama dan alamat penerima 

bantuan, jumlah bantuan yang diterima. 

 

Pasal 9  
 

Bupati dan/atau Perangkat Daerah terkait membuat surat 
kepada penerima bantuan sebagai bentuk kerjasama antara 

pemberi dan penerima bantuan. 

 

Pasal 10 
   

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian 
bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya, 
Pemerintah daerah lainnya mengajukan permohonan 

bantuan kepada Bupati dengan dilampiri : 

a. kwitansi; 

b. surat keterangan Rekening Bank; dan 

c. surat pernyataan bertanggung jawab bermeterai 
Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah). 

(3) Kepala BKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran 
Belanja Bantuan Keuangan membuat SPP-LS kepada 

pengguna anggaran melalui PPK. 

(4) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan 
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan 

SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran 
untuk ditandatangani. 

(5) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan 
SP2D. 

(6) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji 
kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

Cabang Sukoharjo. 
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(7) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 
Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-

masing penerima sesuai daftar penerima yang 
tercantum dalam SP2D.  

(8) Penerima bantuan bertanggung jawab penuh baik 
formal maupun material atas penggunaan dana yang 

diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(9) Apabila dalam waktu tertentu pada akhir tahun 
anggaran berkenaan bantuan keuangan tidak dicairkan, 
maka tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran 

berikutnya. 
 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 11 

     
Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan 

penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati pemberi 
bantuan. 

 

Pasal 12 
    

Bantuan keuangan berupa uang dicatat sebagai realisasi 

jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

 
Pasal 13 

    

(1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara 
formal dan material atas penggunaan bantuan 

keuangan yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan 
berupa laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan  
oleh penerima bantuan keuangan. 

 

Pasal  14 
    

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan 
keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

 

Pasal 15  

 
Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab penuh atas 
penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di  Sukoharjo  

pada tanggal 16 November 2018 

BUPATI SUKOHARJO, 

           ttd 

WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  3 Pebruari 2017 

 

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

               ttd 

 

 

         AGUS SANTOSA 

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2017 NOMOR 20 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  16 November 2018 

 
      SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 69 

 
 
 


